
PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR

TENTANG

PETUNJUK TERMS VERIFIKASI DATA PIUTANG DENG  AN PENELIT1AN

lapa.ngan data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENG  AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Mer.imbang : a. bahwa daiam rangka pemutakhiran data piuiang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdcsaan dan Perkotaan vang dapat direalisasikan menjadi kas, perlu
dilaisanakan verifikasi data piutang dcngan pcnelitian lapangan aias objck
dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan Pcrkoiaan:

b
. bahwa sebagai dasar uniuk pedoman verifikasi tcrsebut di alas, perlu diatur

berupa pciunjuk icknis verifikasi data piutang dengan penclitian lapangan
data Objck dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan Perkotaan:

c.
 bahwa bcrdasatkan penimbangan sebugaimana dimaksud dalam hurufa dan
b. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Tcknis \

ÿ

erifikasi

Data Piutang dengan Penclitian Lapangan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Msngingat : I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pcmbentukan Daerah-daerah
Kabupatcn dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Ncgara
Tahun 1950);

2
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi

Dacrah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
,

Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintalian Dacrah (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58

, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);



- _
 Nomor 30 Tahun 20U tentang Administrasi Pemeriniahan

(Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambalian

iembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5601);

5
.
 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketcntuan Umum Pajak
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55
tambahan Lcmbaran Ncgara  Nomor 5950);

6
.

 Peraturan Daerah Kabupaten Bckasi Nomor I Tahun 2011 icntang Pajak
Daerah scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bckasi Nomor 7 Tahun 2012 tcntang Perubahan Alas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bckasi Tahun 2012 Nomor 7);

8
. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembcntukan dan Susunan Pcrangkai Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

9 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pcngclolaan
Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pcrkotaan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 23 Tahun 2012 tcntang

Pengelolaan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 100);

10. Peraturan Bupati Bckasi Nomor 22 Tahun 2017 tcntang Tata Cara
Penghapusan. dan Koreksi Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bckasi Tahun 2017 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Meneiapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIF1KASI
DATA PIUTANG DENGAN PENEL1TIAN LAPANGAN DATA OBJEK

DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

. j.!am Peraturan Bupati ini.  yang dimaksud dengan :

I Daerah adalah Kabupaten Bekasi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerint2h Kabupaten Bckasi.

; Bupati  adalah Bupati  Bckasi.
- Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.

5 Kcpala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.

Bidang adalah unii pada Badan Pendapatan Daerah



Unit ?e!akttna Teknis Pa;ak Daerah dapai disingkat UPT Pajak Daerah adalah Unit

Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan Pendapaian Daerah Kabupaten Bekasi.

4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pcrkoiaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2,
adalah pajak atas bumi dan'atau bangunan yang dimiliki. dikuasai dan/atau dimanlaaikan

oleh orang pribadi aiau Badan. kecuali kawasan yang digunakan uniuk kcgiatan usaba

perkcbunan. pcrhuianan dan pcrtambangan.

Data adalah data PBB-P2 yang tcrdapat dalam basis data PBB-P2.

!  ( Piutang adalah piutang PBB-P2 yang terdapat dalam basis  data PBB-P2.

Petugas Penelitian Lapangan yang selanjutnya disebut Pctugas adalah pctugas dari unsur
Pemerintah Daerah. yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah yang melakukan penelitian
lapangan terhadap piutang PBB-P2 dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk
me!2kukan penelitian lapangan terhadap piutang PBB-P2.

: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang
digunakar.  untuk memberitahukan besarnya l,BB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. yang selanjutnya disingkat SKPDKB. adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang
tcrmasuk denda administrasi

. kepada Wajib Pajak.

14 Surat Tagihan Pajak Daaerah. yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak yang terutang dalam Surat I,emberiiahuan Pajak Terutang (SPPT>

dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang tidak atau kurang dibavar
setelah lewat  jatuh tempo pembayaran dan atau denda administrasi.

15 Ketetapan adalah SPPT. SKPDKB atau STPD.

r Sural Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP. adalah surat yang

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 scsuai
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

:
" I ampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak. yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah

lampiran dari SPOP yang menjadi satu kesatuan dengan SPOP diisi apabila objek pajak
meiiputi bangunan.

BAB II

VERIFIKASI DATA PIUTANG PBB-P2

Pasal 2

Dalam rangka menilai piutang PBB-P2 yang dapat direalisasikan menjadi kas, Badan wajib
melaksanakan \erifikasi data piutang PBB-P2.

: Pclaksanaan verifikasi sebugaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bidang yang
tugas pokok dan fungsinya di bidang pemungutan PBB-P2 dan UPT Pajak Daerah.

Verifikasi data piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
penelitan lapangan untuk mencocokan data pada basis data PBB-P2 dengan lakta di
lapangan.



Pasal 3

(1 Pcnelitian lapangan dilakukan terhadap Data Piuiang Objek dan Subjck PBB-P2 orang

prihadi auu badan hukum.

11 Penelitian lapangan dilakukan olch Petugas yang dilunjuk oleh Kepala Badan melalui Surat
Tugas.

(?) Pcnelitian lapangan dituangkan dalam Bcrita Acara Hasi! Pcnclitian La pang  an Data Piuiang

Objek dan Subjck PBB-P2.

(i Khusus untuk Objek dan Subjck PBB-P2 yang masih dikclola oieh Pcngembang Kawasan

Industri/'Pengembang Perumahan. Bcrita Acara Hasi) Penelitian lapangan sebagaimana
dimaksud ayat (3) di atas. dituangkan dalara Berita Acara Kolektif Hasil Pcnelitian
Lapangan Data Piutang Objek dan Subjck PBB-P2 yang diklasifikasikan scsuai dengan
kategori.

<-> Format Bcrita Acara Hasil Penelitian Lapangan Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2

sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  tcrcantum dalam Lampiran I Peraturan Bupaii ini.

i*>\ Format Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2

Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tcrcantum dalam Lampiran 11 Peraturan
Bupaii  ini.

Pasa! 4

( Berita Acara Hasil Pcnclitian Lapangan Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2 diisi
dengan jelas. benar dan lengkap olch Petugas dan ditandatangani olch Petugas. Wajib
Pajak/Kuasanya dan dikctahui oleh Aparat  Dcsa/Kelurahan setcmpai.

I Dalam hal Wajib Pajak tidak ditemukan. penandatanganan Berita Acara Penelitian Lapangan
Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh :

a
. Kctua RT dan'atau RW setempat;

b
. Petugas lapangan desa: atati

- c. Pcngembang Kawasan 1  ndustri/Kawasan Perumahan.

Pusal5

. Bcrita Acara Hasil Pcnelitian Lapangan Daia Piutang Objek dan Subjck PBB-P2 dituangkan
dalam Fonr.ulir Laporan Hasil Verifikasi Data Piutang Objek dan Subjck PBB-P2 yang
Jiklasifikasikan sesuai dengan kategori.

Formulir Laporan Hasil Verifikasi Data Piutang Objek dan Subjek PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditandatangani olch Kepala Sub Bidang atau Kepala UPT scrta
divalidasi oleh Kepala Bidang yang lugas pokok dan ftingsinya di bidang PBB-P2 pada
Badan.

Formulir Laporan Hasil Verifikasi Data Piutang Objek dan Subjck PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)  di atas,  tercantum dalam Lampiran III  Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

. Hasu vcrifiktsi data piuiang PBB-P2 dengan fakta di lapangan diklasifikasikan ke daiam
kaiegon

5 SPPT PBB-P2 bcnar dan sesuai  dengan pcnclitian lapangan:

b
. Objek Pajak vang celah tcrdaftar namun sccara nyaia tidak dapat diiemuan lokaunya

di lapangan;

c. SPPT PBB-P2 ganda'double;

d
.

 SPPT PBB-P2 icrdapat objck tetapi tidak diketahui nama dan/atau alamat subjckpajaknya:e Subjck Pajak padu SPPT PBB-P2 tidak sesuai/tidak benar dengan pcnclitian lapangan;

Objck Pajak pada SPPT PBB-P2 dikecualikan scbagai objek PBB-P2 sesuai ketentuan
pcraturan perundang-undangan;

g SPPT PBB-P2 disengketakan pcnctapan PBB nya; dan

h Objek Pajak pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai/tidak benar dengan penelitian lapangan.

I Kaiegori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditentukan oleh Petugas Peneliti
Lapangan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Pasal 7

_a:an verifikasi pitting PBB-P2 yang telah dilaksanakan sebelum ditctapkannya Perauiran
Btipau ini. pcngkÿsirlkasian kategori discsuaikan dengan pengklasifikasian kategori
>ibagaimana dimaksud pada ayat (1) di  atas,  tercantum dalam Larapiran

BAB 111

HAS1L VERIF1KASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN LAPANGAN

Pasal 8

I ndak lanjut hasil vcrillkasi data piutang dengan pcnclitian lapangan atas objek dan subjck
'3B-P2 menjadi dasar kebijakan bagi Badan dalam mcnangani piutang.

Pasal 9

i!  i Apabila ha>:verifikasi data piutang masuk kcdalam kategori sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat <I) huruf a. maka Badan melaksanakan penagihan aktif sesuai ketentuan
ÿcraturan perundang-undangan pcrpajakan dacrah.

1 Apabila hasil verifikasi data piutang masuk kcdalam kategori sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (11 huruf  b,  maka Badan melakukan Pcnangguhan.

Apabila hasil  veriflkaii!  data piutang masuk kcdalam kategori sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1)  huruf  c,  maka Badan melakukan Pembataian ketetapan.

.: Apabila hasil verifikasi data piutang masuk kcdalam kategori sebagaimana dimaksud dalam
Pasa! 6 ayat (1) huruf d, maka SPPT tctap ditcrbitkan dan penvampaian SPPT diatur lebih
ianjut sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Cara Penvampaian Surat Pembcritahuan
Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2.



-1 .\pab:ia nasi \cnfikasi data piutang masuk kedalam kaiegori sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 avat (I) huruf f. maka Badan mcmbatalkan Objck Pajak lerscbui tcrhitung scjuk
mcnjadi objek pajak vang dikecualikan.

|o| Apabila hasil  verifikasi data piutang masuk kedalam katcgori sebagaimana dimaksud dalam
Paÿj; 6 ayat !) huruf g. maka Badan membatalkan ketetapan PBB-P2 terhitung sejak
menjadt  objek pajak >ang discngketakan.

-» Apabila hasil verifikasi data piutang masuk kedalam katcgori sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat  <  1)  huruf e dan huruf h. maka Badan melaksanakan pembetulan data objek dan

subjek sena keietapan secara jabatan sesuai fakta di lapangan.

is j,embetuian Keietapan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakuR&n
dengan pcr.gisian SPOP/LSPOP sesuai kctcntuan peraturan pcrundang-undangan.

(S Pcngisian SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud ayat (8), dapat diiakukan secara koleklif
jtas Berita Acara Hasil Penelitian l apangan Data Piutang Kolektif  yang ditandatangani oleh
Petugas dan Kepala Dcsa'Lurah setempat.

Pasal 10

. Terhadap tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), (3), (5) dan (6),
ÿcbelum diiakukan pembalalan keietapan benipa koreksi piutang PBB-P2 terlebih dahulu
diiakukan penagguhan penerbitan SPPT untuk tahun berikutnya.

Penangguhan penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diatur lebih lanjut
t  iie

"alui Keputusan Kepala Badun.

J31 -'embata'an berupa koreksi piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STAND  A  K OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 11

Jundar Operasional Prosedur Verifikasi Data Piutang dengan Penelitian Lapangan Data Objck
!:i Subjck Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur lebih lanjut melalui
keputusan Kepala Badan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LA1N

Pasal 12

Pcnggunaan istilah Satuan Keria Pcrangkat Dacrah yang terkait dengan Identifikasi Identifikast
C-

~

-i Piutang dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan mengikuti  kebijakan Daerah di bidang penataan kelcmbagaan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

.i  saat Peraturar.  Bupati ini  mulai berlaku, semua peraturan atau kctcntuan yang ada mengenai
cr.rikasi Data Piutang Dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjck Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan perkotaan wajib menyesuaikan dengan kctcntuan dalam Peraturan
Bupati  ini.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal14

?r-aturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar seisap orang dapat mcngetahuinya. memeriniahkan pengundangan Peraturan Bupaii i
acngan pcncmpatannya dalam Bcrita Dacrah kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat

pada langgal 3' Januari  201N

BUPATI BEKaSI,

Ttd,

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
-ada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETaRIS DAERAH KABl PATEN bekasi
,

Ted.

H
. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUK 2018 NOMOR 10

Salinan Scsuai Dcngan Aslinya
KEPALA BAGIANilL,KL'M

,

'ALEXSATLDI




